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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan dan 

menganalisis implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kota Semarang dilihat dari perspektif Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek 
yang mendukung dan menghambat implementasi  kebijakan penjaminan 
mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang; (3) 
Memformulasikan model implementasi kebijakan penjaminan mutu 
pendidikan yang efektif  dan sesuai kebutuhan dalam menunjang 
peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota 
Semarang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum 
implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di 
kota Semarang belum terlaksana secara maksimal, demikian juga dengan 
pencapaian hasilnya. Belum maksimalnya implementasi tersebut 
disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain: (1) Belum adanya 
koordinasi antar lembaga Pemerintah, Kopertis Wilayah VI dan perguruan 
tinggi swasta, (2) Kurangnya potensi sumber daya (SDM dan Dana) pada 
PTS dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu; (3) Komunikasi dan 
mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada 
PTS belum berjalan efektif.  

 
Kata Kunci; Implementasi kebijakan, Kebijakan penjaminan mutu, 

Perguruan tinggi swasta. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to : (1) Describing and analyze the  implementation of 
the quality assurance policy of the private of higher education institutions  
in Semarang viewed from the perspective of the National standards of 
higher education; (2) To identify and analyze quality aspects which 
contribute to and inhibit the implementation of the quality assurance policy  
of the private higher education institutions in Semarang ; (3) To formulate 
the  implementation  model of the education quality assurance which 
effective and appropriate with the needs to facilitate the improvement of 
the education quality of the private higher education institutions in 
Semarang . This study  used a qualitative approach with the descriptive 
analysis. This result of the research show that in general the  
implementation of quality assurance policy at private higher education 
institutions  in Semarang  has not been done  maximally and the 
achievement of the results has not been maximal as well. This is because 
there are some obstacles, among others: (1) Lack of coordination between 
the  government institutions and private of higher education institutions; (2) 
Lack of the potential resources (human financial resources) of the privat 
higher education institutions in the implementation of quality assurance 
policy; (3) Ineffective communication and working mechanism in the 
implementation of quality assurance policy of the private of higher 
education institutions.  
 
Keywords: Policy Implementation, Private Higher Education and Quality 

Assurance Policy. 
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RINGKASAN 
 

 
Kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan 

merupakan bagian dari kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan 
pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor 
lain untuk mendapatkan prioritas (Tilaar, 2009). Dalam rangka memajukan 
sumber daya seluruh anggota masyarakat agar menjadi sumber daya 
pembangunan dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu atau kualitas 
pendidikan secara terus menerus. Komitmen Pemerintah terhadap 
penjaminan mutu pendidikan  tertulis dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 
sampai dengan Pasal 57, yang menjelaskan bahwa penjaminan 
perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Adapun 
permasalahan penelitian dalam disertasi ini adalah: (1) Bagaimana 
implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di 
kota Semarang?; (2) Aspek-aspek apa sajakah yang mendukung dan 
menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan 
tinggi swasta di kota Semarang?; dan  (3) Bagaimana model implementasi 
kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan 
dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi 
swasta di Kota Semarang?.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan dan 
menganalisis implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan 
Tinggi Swasta di Kota Semarang dilihat dari perspektif Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek 
yang mendukung dan menghambat implementasi  kebijakan penjaminan 
mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang; (3) 
Memformulasikan model implementasi kebijakan penjaminan mutu 
pendidikan yang efektif  dan sesuai kebutuhan dalam menunjang 
peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota 
Semarang. 

Pengkajian teori administrasi publik untuk memberikan jawaban 
teoritik atas masalah yang diajukan berhubungan dengan implementasi 
kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi  yang berlaku saat ini, 
diawali dengan melakukan pembahasan tentang penelitian-penelitian 
terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, 
kemudian mengkaji teori-teori yang  mencakup: teori kebijakan publik; 
proses kebijakan publik; teori kebijakan pendidikan; penjaminan mutu 
pendidikan serta implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan 
tinggi. 
          Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis 
deskriptif. Analisis dilakukan  melalui wawancara dan observasi secara 
langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka 
analisis data berproses secara induktif dengan  metode pengumpulan 
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data In-dept Interview, observasi , dokumentasi, dan studi kepustakaan 
dengan uji keabsahan data menggunakan dua cara, yaitu teknik 
triangulasi dan peer debriefing. Aktivitas dalam analisis data , yaitu 
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman (2014).  
         Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum implementasi 
kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota 
Semarang belum terlaksana secara maksimal, demikian juga dengan 
pencapaian hasilnya. Belum maksimalnya implementasi tersebut 
disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain: (1) Belum adanya 
koordinasi antar lembaga Pemerintah  dengan perguruan tinggi swasta, 
(2) Standarisasi mutu oleh lembaga independen (BAN-PT) pada institusi 
PTS masih rendah;  (3) Kurangnya potensi sumber daya (SDM dan Dana) 
pada PTS dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu; (4) 
Komunikasi dan mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan 
penjaminan mutu pada PTS belum berjalan efektif.  
         Model implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi 
yang diusulkan yaitu: (1) meningkatkan koordinasi dengan optimalisasi 
Pemerintah dan kopertis wilayah VI Jawa Tengah serta PTS (2) 
Merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi PTS dan dukungan 
stakeholders lebih maksimal terutama dari Kopertis Wilayah VI sebagai 
lembaga Wasdalbin PTS; (3) Memenuhi keseimbangan sumber daya 
manusia dan finansial PTS baik kualitas maupun kuantitas dalam 
implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi; (4) 
Komunikasi dan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai ketentuan. 
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SUMMARY 

The national development policy in the education field is part of the 
public policy. Therefore, the education policy becomes the sectoral policy 
that has to compete with the other sectors to gain the priority(Tilaar, 
2009).The effort to promote the resources of all the society members to 
become the development recources can be taken by improving the 
education quality continually. The government commitment towards the 
education quality assurance is written in the Law of the Republic of 
Indonesia Number 12 Year 2012 about the Higher Education Articles 51 – 
57 that dictate that the quality assurance of higher education is a systemic 
activity to improve higher education quality in a planned and sustainable 
way.  The problems in this dissertation are: (1) how is the implementation 
of the quality assurance policy of the private higher education institutions 
in Semarang? (2) What aspects contribute to and inhibit the 
implementation of the quality assurance policy of the private higher 
education institutions in Semarang?  (3) What is the implementation model 
which is efffective and appropriate with the needs to facilitate the 
improvement in the education quality of the private higher education 
institutions in Semarang? 

The objectives of this research are: (1) To describe and analyze the 
implementation of the quality assurance policy of the private higher 
education institutions in Semarang viewed from the perspective of the 
National Standards of Higher Education. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
(2) To identify and analyze the aspects which contribute to and inhibit the 
implementation of the quality assurance policy of the private higher 
education institutions in Semarang. (3) To formulate the implementation 
model of the education quality assurance policy which is effective and 
appropriate with the needs to facilitate the improvement of the education 
institutions in Semarang. 

The review of public administration theories to provide the 
theoretical answer to the problems related to the implementation of the 
present quality assurance policy in the higher education begins with the 
discussion of the previous studies which are relevant to the study which 
will be conducted by the writer, followed by the examination of the theories 
which include the public policy theories, the public policy processes, the 
education policy theories, the education quality assurance, and the 
implementation of quality assurance policy of the higher education 
institutions. 

The research used the qualitative approach with the descriptive 
analysis. The analysis was conducted  through interviews and direct 
observations in the field. Since the research employed the qualitative 
approach; the data analysis was conducted through the inductive process 
using data collection method including In-dept Interviews,obsevations, 
documentation, and library research with the two way data validity test, 
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that is, the triangulation and peer debriefing  technique. The activities in 
the data analysis include the data collection, data condensation, data 
presentation, and inference according to Miles and Huberman‟s model 
(2014).  

The results of the study show that in general the implementation of 
the quality assurance policy of the education quality of the private higher 
education quality of the private higher education institutions in Semarang 
has not been done maximally. This is because there are some obstacies, 
among others: (1) lack of coordination between the government 
institutions, (2) low quality standardization by independent agencies (BAN-
PT) in the private higher education institutions, (3) lack of potential 
resources (Human and Financial Resources) of the private higher 
education institutions in the implementation of the quality assurance 
policy, (4) ineffective communication and working mechanisms in the 
implementation of the quality assurance policy of the private higher 
education institutions. 

The proposed  implementation model of the quality assurance 
policy of the higher education are: (1) Improving the coordination between 
the government and the private higher education institutions coordinator 
(Kopertis) of Region VI of Central Java and the private higher education 
institutions. (2) Formulating the policy based on the conditions of the 
private higher education institutions and maximizing the stakeholders 
especially the Kopertis region VI of Central Java as the supervising, 
controlling and nurturing (Wasdalbin) institution, (3) balancing between the 
human and financial resources of the private higher education in terms of 
quality and quantity in the implementation of the quality assurance policy; 
(4) establishing the clear and appropriate communication and working 
mechanisms.
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
adalah suatu badan yang memiliki wewenang 
untuk melaksanakan sistem akreditasi pada 
semua institusi pendidikan tinggi meliputi 
Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan 
Tinggi Swasta atau sering disebut National 
Accreditation Board (NAB) 

Bottom-up : Pendekatan dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan melalui proses yang 
mengutamakan masukan dari bawah. 

DGHE : Directorate General Higher Education/ 
Direktoral Jenderal pendidikan Tinggi adalah 
merupakan direktorat yang bertugas 
menangani dan membina bidang akademik, 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 
perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi 
swasta. 

EPSBED : Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi 
Diri adalah format laporan wajib dari DIKTI 
yang mengharuskan seluruh perguruan tinggi 
memberikan laporan pada setiap semester. 

External Expert/ Peer 
Evaluation 

: Evaluasi Eksternal adalah proses penilaian 
capaian mutu Program studi dan atau 
institusi oleh lembaga di luar Perguruan 
Tinggi yang bersangkutan. 

HELTS : Higher Education Long Term Strategy/ 
Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 
adalah pengembangan pendidikan tinggi di 
Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, 
yaitu 1) kontribusi perguruan tinggi pada 
peningkatan daya saing bangsa (nation 
competitiveness), 2) pemberian otonomi dan 
desentralisasi wewenang dan tanggungjawab 
kepada perguruan tinggi (autonomy), 3) 
penciptaan kesehatan organisasi internal 
perguruan tinggi (organizationalhealth). 

Internal self evaluation : Evaluasi diri internal adalah suatu kegiatan 
evaluasi mutu internal berupa data dari, oleh, 
dan untuk perguruan tinggi 

KPPTJP : Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi 
Jangka Panjang merupakan kebijaksanaan 
dasar pengembangan pendidikan tinggi 
jangka panjang mulai tahun 19975 sampai 
dengan 2005. 
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Kopertis : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah 
sebuah lembaga yang dibentuk oleh 
pemerintah untuk melakukan pembinaan 
kepada perguruan tinggi swasta di wilayah 
kerjanya. 

K3A : Komisi Koordinator Kegiatan Akademik 
adalah Tim/Komisi yang bertugas untuk 
menyusun laporan hasil evaluasi proses 
pembelajaran semester dan melakukan 
evaluasi proses pembelajaran semester. 

Parents : Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang 
anak, baik melalui hubungan biologis 
maupun sosial. 

PD Dikti : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 
merupakan kumpulan data penyelenggaraan 
pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi 
yang terintegrasi secara nasional. 

PTS : Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan 
tinggi yang pengelolaannya dan regulasinya 
dilakukan oleh swasta. 

QA : Quality Assurance/ Penjaminan Mutu adalah 
suatu sistem pengendalian kualitas yang 
harus dipenuhi didalam pembuatan produk 
dari mulai proses awal hingga akhir sehingga 
didapat out put dengan kualitas yang 
terjamin. 

QC : Quality Control/ Pengawasan mutu adalah 
suatu sistem yang efektif untuk 
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan 
pemeliharaan dan pengembangan mutu 
dalam suatu organisasi untuk menghasilkan 
suatu produk atau pelayanan yang 
memuaskan konsumen. 

Renstra : Rencana Strategis adalah proses yang 
dilakukan suatu organisasi untuk 
menentukan strategi dan arahan, serta 
mengambil keputusan untuk mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki untuk mencapai 
tujuan. 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan nasional yang merupakan 
jabaran dari tujuan dibentuknya 
Pemerintahan Negara Indonesia. 

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional merupakan penjabaran dari tujuan 
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dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia 
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah 
kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat 
pencapaian mutu program studi dan 
perguruan tinggi. 

SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan 
sistem penjaminan mutu yang bertujuan 
memelihara dan meningkatkan mutu 
pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang 
dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara 
internal untuk mewujudkan visi serta untuk 
memenuhi kebutuhan stakeholders melalui 
penyelenggaraan tridharma Perguruan 
Tinggi. 

SPM-PT : Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 
adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan 
mutu pendidikan tinggi secara berencana 
dan berkelanjutan. 

SNP : Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria 
minimal tentang berbagai aspek yang relevan 
dalam pelaksanaan sistem pendidikan 
nasional dan harus dipenuhi oleh 
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan 
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

SNPT : Satuan standar yang meliputi Standar 
Nasional Pendidikan ditambah dengan 
Standar Nasional Penelitian, dan Standar 
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Top-Down : Pendekatan dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan yang berorientasi 
dari atas ke bawah, sentralistik, dan bersifat 
directive, dapat meliputi aspek tujuan, 
mekanisme maupun pelaksanaan. 

YPLP PT- PGRI : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan 
Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik 
Indonesia. 

 


